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TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan
perlu didukung oleh sumber daya aparatur
pemerintah yang memadai baik jenis maupun
jumlahnya;

bahwa untuk mengisi kebutuhan sumber daya
aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sesuai kebutuhan jenis dan jumlah jabatan PNS yang
telah ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan sesuai
dengan siklus anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2019;

bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam huruf c¢ ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);

Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor
800/147 /Kepeg/11/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal
Data Formasi JFT Berdasarkan Hasil Analisis Beban kerja
(ABK).

MEMUTUSKAN :

Menetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu
Epidemologi Ahli, Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli,
Administrasi Kesehatan Ahli dan Analis Kepegawaian Ahli
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2019

Rincian Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pengisian Jabatan Fungsional Tertentu dilaksanakan oleh
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 26 Maret 2019
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